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SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
PENDIDIK.AN DAN KEBUDAY AAN 

K.ABUPATEN BUTON TENGAH 

TENTANG 

PERATURANBUPATIBUTONTENGAH 
NOMOR: 11 TAHUN 2022 

BUPATI BUTON TENGAH 
PROVINSISULAWESITENGGARA 



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perungang Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5954); 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 
pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Buton Tengah. 

BUPATI BUTON TENGAH , 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN BUTON TENGAH 

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH 
NOMOR : / / TAHUN 2022 

TENTANG 

BUPATI BUTON TENGAH 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

Mengingat: 

Menimbang: 



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5563); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Organisasi 
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomengklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan 
Fungsional; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 
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Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah; 
2. Pemerintah Kebupaten adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Buton Tengah; 

3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Buton Tengah; 
5. Dinas adalah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Buton Tengah; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah; 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas 
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup 
dinas; 

8. Jabatan Fungsional adalah Sekelompokjabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu 

9. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda 
yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta 
pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam 
suatu satuan kerja. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA DINAS DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN KABUPATEN BUTON TENGAH 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 
Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 
2019 Nomor 153). 
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Pasal 6 
Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 
tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. 

Pasal 5 
(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah; 

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh 
kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB Ill 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A; 
(2) Penentuan tipe Pendidikan dan Kebudayaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan 
dan Kebudayaan; 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Pasal 3 
Nomenklatur perangkat daerah kabupaten yang 
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 
bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah Pendidikan 
dan Kebudayaan. 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Pasal 2 
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah kabupaten bidang Pendidikan dan 
Kebudayaan diwadahi dalam bentuk dinas. 
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Pasal 9 
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
kabupaten di bidang pengelolaan pendidikan dan 
kebudayaan serta tugas pembantuan; 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 8 
(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah, terdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; 
d. Bidang Pembinaan Ketenagaan; 
e. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan 

Nonformal; 
f. Bidang Kebudayaan; 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran peraturan ini. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 7 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan 

dan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan 
kebudayaan; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai 
dengan bidang tugasnya; 

c. pengelolaan barang/kekayaan daerah yang menjadi 
tanggungjawabnya; 

d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 
e. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas 

dan kewenangannya; 
f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan 

pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada 
Kepala Daerah; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. 
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Pasal 12 
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan 

perencanaan program dinas; 
b. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan 

peyusunan anggaran dinas; 
c. pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, hukum 

kepegawaian, persuratan, rumah tangga, humas dan 
protocol serta urusan pendidikan dan pelatihan; 

d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 
(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan 

teknis dan administrasi yang meliputi 
perencanaan,keuangan, urusan tata usaha, 
perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada 
semua unsur di lingkungan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 10 
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan sasaran program Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sesuai dengan peraturan dan petunjuk 
teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. pengelolaan keuangan; 
c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas pada para 

bawahan sessuai petunjuk teknis dan ketentuan yang 
berlaku agar tugas dapat dilaksanakan secara efektif 
dan efisien; 

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah 
tangga dan barang milik Negara; 

e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; 
f. penyusunan perencanaan di bidang Pekerjaan dan 

Kebudayaan; 
g. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan 

Kebudayaan; 
h. dan mengevaluasi serta mengkoordinasikan 

penyusunanlaporan; 
1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
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Pasal 16 
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta 
peserta didik dan pembangunan karakter sekolah 
dasar dan sekolah menengah pertama ; 

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang 
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan 
karakter sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama; 

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan 
local sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 

d. penyusunan bahan penerbitan izm pendirian, 
penataan dan penutupan sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama; 

Pasal 15 
(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam 
merumuskan kebijakan teknis, yang meliputi 
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan 
sekolah menengah pertama. 

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Ketiga 
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 

Pasal 14 
Subbgian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai 
tugas melaksanakan urusan umum, rumah tangga, 
Humas dan protokoler, surat menyurat dan arsip, 
mengelola perkelapan dan ketatalaksanaan merumuskan 
rancangan peraturan dan produk hokum serta 
mengkoordinasikan perumusan program kerja dinas. 

Pasal 13 
( 1) Sekretariat terdiri atas : 

a. Subbag Umum dan Kepegewaian; 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
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Pasal 19 
Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik 
dan tenaga kependidikan pendidikananak usia dini, 
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan 
pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; 

b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan 
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikananak 
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, 
dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; 

Pasal 18 
(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai 
tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan 
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak 
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama 
dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; 

(2) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Keempat 
Bidang Pembinaan Ketenagaan 

Pasal 17 
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas: 
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian; 
b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. penyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik 
dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama; 

f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra 
daerah yang penutumya dalam daerah kabupaten; 

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta 
peserta didik dan pembangunan karakter sekolah 
dasar dan sekolah menengah pertama; 

h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik 
dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama; 

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala 
dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 21 
(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dinas dan 

Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam 
penyusunan bahan-bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dinas dan 
Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Bagian Kelima 
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal 

Pasal 20 
Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18, terdiri atas: 
a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak U sia 

Dini dan Pendidikan Nonformal; 
b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Dasar; 

c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, 
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan 
pendidikan nonformal; 

d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah 
dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan 
nonformal; 

e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik 
dan tenaga kependidikan; 

f. penyusunan bahan pembinaandi bidang tenaga cagar 
budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, 
tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga 
kebudayaan lainnya; 

g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di 
bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini, sekolahdasar, sekolah 
menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta 
tenaga kebudayaan; 

h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolahdasar, 
sekolah menengah pertama, dan pendidikan 
nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan 

1. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan 
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Pasal 24 
(1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan 
pelaksanaan kebiajakan di bidang kebudayaan; 

(2) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam 
pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Bagian Keenam 
Bidang Kebudayaan 

Pasal 23 
Bidang Pendidikan Anak U sia Dini dan Pendidikan 
Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri 
atas: 
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian; 
b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 22 
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan bahan perumusan dan kordinasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta 
peserta didik dan pembangunan karakter 
pendidikananak usia dini, dan pendidikan nonformal; 

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang 
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 
prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunankarakter pendidikananak usia dini, dan 
pendidikan nonformal; 

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan 
lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal; 

d. penyusunan bahan penerbitan izm pendirian, 
penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak 
usia dini dan pendidikan nonformal; 

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta 
peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan 
anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan 
karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal; 

g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta 
didik dan pembangunan karakter pendidikan anak 
usia dini dan pendidikan nonformal; dan 

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
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Pasal 26 
Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

a. penyusunan bahan perumusan dan kordinasi 
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar 
budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, 
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga 
adat, dan pembinaan kesenian; 

b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan 
cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan 
sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan 
lembaga adat, dan pembinaan kesenian; 

c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang 
masyarakat pelakunya dalam daerahkabupaten; 

d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang 
masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten; 

e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan 
lembaga adat yang penganutnya dalam daerah 
kabupaten; 

f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang 
masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten; 

g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal 
kabuapten; 

h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan 
pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten; 

i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar 
budaya ke luar kabupaten; 

j. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten; 
k. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan 

cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, 
pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan 
komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan 
kesenian; 

I. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di 
bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan 
museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian 
tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan 
pembinaan kesenian; 

m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, 
pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, 
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga 
adat, dan pembinaan kesenian; 

n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 

melaksanakan tugas 
Pasal 24 ayat ( 1), 

Pasal 25 
Bidang Kebudayaan dalam 
sebagaimana dimaksud dalam 
menyelenggarakan fungsi : 
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Pasal 30 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 17 huruf c, Pasal 23 
huruf c dan Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional yag terbagi dalam kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dipimpin oleh su b-koordinator pelaksana 
fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas 
dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing­ 
masmg; 

Pasal 29 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga 
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 28 
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, UPTD 
tetap melaksanakan tugasnya samapai dengan Peraturan 
Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja UPTD yang baru diundangkan 

Pasal 27 
(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
teknis penunjang tertentu; 

(2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 

(3) Klasifikasi UPTD pada Dinas terdiri atas: 

a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang 
besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih 
jam kerja efektif per tahun; dan 

b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang 
kecil dengan jumlah beban kerja antara 5.000 
sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif 
per tahun. 

(4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetepkan dengan Peraturan Bupati setelah 
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur 
sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 
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Pasal 32 
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 

bawahannya masing-masing dan bila terjadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku; 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan 
satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya; 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti 
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 
kepada atasan masing-masing dan menyampaikan 
laporan berkala tepat waktunya; 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan 
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan; 

Pasal 31 
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit 
organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 
satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten 
sesuai dengan tugas masing-masing. 

BABV 
TATAKERJA 

(3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, 
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok subtansi 
pada masing-masing uraian tugas; 

(4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina 
Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang; 

(5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, 
analisis jabatan dan analisi beban kerja; 

(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetepkan oleh 
Bupati. 
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Pasal 39 
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna 
masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah 
Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan 
tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal 38 
( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris 

melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana 
Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang 
membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili 
Kepala Dinas. 

Pasal 37 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas/Badan dibantu 
oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam 
rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib 
mengadakan rapat berkala. 

Pasal 36 
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib 
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Pasal 35 
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan 
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasal 34 
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala 
Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab 
pada atasannya masing-masing dan menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 33 
Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasi bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta 
petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula 
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja; dan 

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan 
organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan 
kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan 
rapat berkala. 
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Pasal 41 
(1) Uraian Togas Jabatan Struktural dan Kelompok 

Jabatan Fungsionl Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi 
pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap 
melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian 
jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di 
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
kabupaten Buton Tengah. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

BABVI 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasal 40 
k tan pengangkatan dan pemberhentian dalam 

(l) ~?:a! :truktural di lingkungan Dinas Kabupaten 
J T ah berpedoman pada peraturan Buton eng , 

erundangan-undangan yang berlaku; . . 
(2) kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupb 

atas usul Sekretaris Daerah 
(3) Kepala Dinas meru~ jabatan eselon IIb atau 

jabatan pimpinan tinggi pratama; 

( 4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau 
jabatan administrator; 

(5) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau 
jabatan administrator; 

(6) Kepala Sub Bagian, kepala Sub Bidang dan Kelompok 
Jabatan Fungsional merupakan jabatan eselon IVa 
atau jabatan Pegawas; 

(7) Pejabat Eselon III dan IV, diangkat dan diberhentikan 
oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris 
Daerah; 

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas 
Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, 
sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

(9) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari 
Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsio al 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan. 
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BERITA DAERA UPATEN BUTON TENGAH 
TAHUN 2022 NOMOR : // 

2022 
Diundangkan di Labungkari 
pada tanggal ~ t, J fJ fltJtl n · 

S RIS 

Ditetapkan di Labungkari 
pada tanggal ~6JatJu11n' 2022 

BUPATIB~U~~--- ........ i.,M..~- 

Pasal 43 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Buton Tengah. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 42 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Buton Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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